SUATU KAJI

g — that had been proposed by his
€22 (1) of -
bill which has ben passed by the Hove o(f l){;)p the Indonesian Constitution of 1945 every

I. PENDAHULUAN
Menjelang akhir masa kean

Indonesia. Rancangan Undang-

disetujui oleh DPR tidak disahkan oleh presiden. DPR diminta membahas

kembali RUU, atas catatan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam sejarah baru
pertama ini presiden menolak menandatangani RUU yang telah disetujui
oleh DPR. Presiden pernah menangguhkan berlakunya undang-undang

dengan menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang
(Perpu), namun baru kali ini menolak menandatangani RUU yang telah
disetujui oleh DPR.

Hal di atas, di satu sisi terlihat kekuasaan presiden yang semakin
“powerful” dalam proses pembuatan undang-undang, Di sisi lain sebenarmya
terselip gagasan yang mengarah pada perubahan/perkembangan yang
berkenaan dengan proses pembuatan undang-undang. Kekuasaan membuat
undang-undang memang berada pada presiden, yang pembuatannya
diperlukan persetujuan DPR. Persetujuan DPR yang dalam teori demokrasi

dipandang sebagai penjelmaan dari kehendak rakyat tidak bermakna, jika
presiden menolak memberikan pengesahan.

" Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya,
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Pembentukan undang-undang dapat berawal dari usul pemerintah dan
dapat berasal dari inisiatif DPR. Dalam proscs pembahasan, DPR
mempunyai hak mengubali RUU (hak amandemen) terhadap RUU yang
berasal pemerintah. Presiden tidak terlibat secara lallgsupg .c.lalam setiap
tingkat pembahasan di DPR, karena itu scbenarnya wajar jika presiden
diberi kesempatan mempertimbangkan lagi sebelum mengesahkan RUU
yang sudah disetujui oleh DPR. Persoalannya, apakah penolakan presiden
yang kemudian dikembalikan ke DPR tidak bertentangan Undang-undang
Dasar (UUD) 19457

UUD 1945 tidak mengatur mekanisnie pembuatan undang-undang.
Memang, UUD 1945 tidak perlu mengatur mekanisme pembuatan undang-
undang, melainkan eukup mengatur prinsip kekuasaan membuat undang-
undang berada pada Presiden, yang proses pembuatannya memerlukan
persetujuan DPR. Dalam hal pembuatan undang-undang, pembentuk UUD
1945 memperoleh pengaruh dari Konstitusi Belanda. Dalam Pasal 119
Konstitusi Belanda dinyatakan “de wetgevende macht word! uitgeoefend
door Koning en Staten-Generaal gezamenlijk.”' Ketentuan ini menimbulkan
inspirasi bagi penyusun Pasal 5 ayat (1) 1945. Namun perkembangan
ketatanegaraannya menuju ke arah Konstitusi Amerika Serikat.

Di Belanda kepala negara tidak akan menolak memberikan persetujuan
RUU yang dajukan oleh parlemen. De koning (kepala negara) is
onschendbaar, sedang menteri yang verantwoordelijk. Di Indonesia
pengesahan RUU dilakukan oleh presiden dalam kedudukannya sebaga:
kepala eksekutif. Penolakan presiden mengesahkan RUU  yang telah
disetujui oleh DPR itu tidak bertentangan dengan UUD 1945. Karena RUU
yang telah disetujui oleh DPR tetap RUU, yang segera berubah menjadi
undang-undang, setelah disahkan oleh presiden. Pengesahan presiden dalam
sistem presidensial bukan hanya bermakna formalitas, karena presiden yang
mengesahkan undang-undang dan sekaligus presiden yang akan
melaksanakan undang-undang.

Persoalan yang berada di balik penolakan RUU tentang Penyiaran,
menarik perhatian di kajian dari segi prosedur pembuatan undang-undang,
Karena itu saya mengangkat makna penolakan pengesahan RUU oleh
presiden yang merupakan bagian dari hukum tata negara itu, dalam
perspektif pembaruan proses pembuatan undang-undang.

'T. Koopmans, Compendium van Het Staatsrecht, Cet. 3, n.p.: Kluwer, 1982, him. 97.
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HAN ATAS PENOLAKAN PENGESAHAN RUU

II. HAK VETO PRESIDEN
Hak veto adalah hak

pemegang  kekuasa i
mengesahkan RUU yang telah 5 an  cksekutif menolak

: _ .disetujui oleh DPR. Dalam UUD 1945 hak
veto Presiden diatur dalam kaitannya dengan tata cara mengajukan RUU

yang tidak disahkan oleh presiden, walaupun disetujui oleh DPR. UUD
1945 memang mengenal hak presiden menolak RUU yang telah disetujui
olel DPR. Hak penolakan ini tidak terbatag

: pada RUU atas hasil inisiatif
DPR. Karena itu, RUU yang berasal dari pemerintah, setelah melalui proses
pembahasan dan persetujuan DPR ma

sih belum dijamin akan menjadi
undang-undang. Hak penolakan RUU tersebut adalah wajar karena presiden

tidak terlibat langsung dalam proses pembahasan RUU di DPR.

Di negara bersistem parlementer, suatu sistem yang menganut
pemisahan kepala eksekutif dari kekuasaan kepala negara, pengesahan
undang-undang dilakukan oleh kepala negara. Pengesahan oleh kepala
negara merupakan suatu keharusan terhadap RUU yang telah memperoleh
persetujuan parlemen. Di Belanda pengesahan (goedkeuring) RUU dan
pengundangan  (afkondegin) dilakukan oleh Ratu Belanda yang
berkedudukan sebagai kepala negara. “Goedkeuring door de Koning: door
ondertekening van het ontwerp, het ontwerp word: daardoor wet. De
Koning 1s niet tot goedkeuring verplicht, maar de ministers ziin verant-
woording schuldig voor niet-goedkeuring

D1 bagian penjelasan UUD 1945 ditegaskan hanya Pasal 10, 11, 12, 13,
14, dan 15 yang dinyatakan sebagai kekuasaan presiden dalam
kedudukannya sebagai kepala negara. Kekuasaan pemerintahan negara yang
tercantum dalam Bab III UUD 1945 dapat dikelompokkan menjadi 2
bagian, yaitu kekuasaan presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif
diatur dari Pasal 4 s.d. Pasal 9 UUD 1945 dan Pasal 9 s.d. 15 mengatur
kekuasaan presiden selaku kepala negara. Jadi kekuasaan pemerintahan
negara setelah dikurangi dengan kekuasaan presiden sebagal kepala negara
adalah kekuasaan eksekutif.

Walaupun kekuasaan membuat undang-undang itu berada di presiden
selaku pemegang kekuasaan eksekutif, tetapi proses pembuatan undang-
undang dikontrol secara ketat oleh DPR. Pada lembaga DPR terdapat
peluang melakukan pengawasan dengan cara memberikan persetujuan
tethadap RUU. Di bagian lain penjelasan UUD 1945 tertulis: dewan harus
memberi persetujuan kepada tiap-tiap rancangan undang-undang dari
pemerintah, Selanjutnya dinyatakan “Pun Dewan mempunyai hak inisiatif

? Ibid., him. 99,

21



ERA HUKUM No. 14/Th. T 1/Oktoher 1997

untuk menetapkan undang-undang.” Bagian kalimat dalam penjelasan UUD
1945 yang discbut terakhir patut dipcrtanyakan kembali. Apakah hak
inisiatif dimaksud dalam hal mengajukan rancangan undang-undang atau
hak inisiatif menetapkan undang-undang.

Apabila ditelaah tentang keseimbangan kekuasaan presiden dan DPR
dalam hal membuat undang-undang, kedua lembaga ini seyogyanya sama-
sama diberi kekuasaan yang “darurat” dalam hal membuat undang-undang.
Presiden mempunyai kekuasaan menctapkan peraturan pemerintah sebagai
pengganti undang-undang (Perpu). Pemberian kekuasaan menetapkan Perpu
ini bermakna presiden mempunyai kekuasaan "darurat" menetapkan materi
undang-undang dengan menggunakan Perpu, walaupun dalam masa sidang
wahun berikutnya Perpu harus dimintakan persetujuamn DPR. Sebaliknya,
DPR tidak mempunyai peluang menetapkan undang-undang tanpa
pemerintah, jika hak DPR tersebut di atas ditafsirkan hak DPR mengajukan
rancangan undang-undang. Dalam implementasi UUD 1945 sampai saat ini,
tafsiran tersebut sebagai tafsiran yang paling benar. Akibatnya, DPR tidak
mempunyai upaya memaksa pemerintah agar mengesahkan RUU dan tidak
mempunyai cara lain untuk memaksakan peraturan yang hanya disetujui
oleh DPR.

Presiden mempunyai hak menolak RUU yang sudah disetujui oleh
DPR. Persoalannya, bagaimana proses RUU yang ditolak pengesahannya
oleh presiden itu? Dapatkah presiden mengajukan RUU tersebut ke DPR
untuk dibahas kembali dan bilamana RUU harus diajukan kepada DPR?

Dalam ketentuan Pasal 21 Ayat (2) UUD 1945 dinyatakan: "Jika
rancangan itu, meskipun disetujui oleh DPR, tidak disahkan oleh presiden,
maka rancangan tadi tidak boleh dimasukkan lagi dalam persidangan DPR
masa itu". Ketentuan ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 21 Ayat (1),
sehingga yang dimaksud RUU dalam Pasal 21 Ayat (2) adalah RUU yang
diajukan oleh DPR. Jika Pasal 21 Ayat (2) berlaku terhadap RUU dari
pemerintah, maka presiden dibenarkan menolak RUU tentang Penyiaran.
Dengan demikian jika pemcrintah masih memandang perlu ada perubahan
terhadap RUU yang sudah disetujui oleh DPR, proses pengajukan RUU
harus dilakukan pada agenda sidang DPR tahun berikutnya. Saya
berpendapat bahwa penolakan presiden terhadap RUU itu adalah wajar
dalam sistem ketatanegaraan yang tidak menempatkan DPR di atas

kekuasaan presiden
Di Kerajaan Inggris, pemerintah tidak dibenarkan menolak setiap RUU

yang telah memperoleh persetujuan dari Parlemen. Dasar ketentuan
dimaksud adalah konvensi ketatanegaraan. “The Sovereign must assent to,
or (as it is inaccurately expressed) cannot 'veto' any bill passed by the two
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memang terkesan pemerintah lebih dominan daripada DPR. Kedudukan
demikian dibenarkan menginat bahwa pemerintah tidak bergantung kepada
vertronwensvotum  (kepercayaan) DPR, schingga DPR hanya bersifat
scbagai legislative council saja.’

Sccara teoritis, pola hubungan antara cksekutif dengan parlemen itu
dibedakan atas tiga macam, yaitu: (a) hubungan yang menempatkan
parlemen di bawah eksckutif; (b} parlemen berada di atas eksekutif; dan (c)
parlemen scjajar dengan eksekutif. Negara demokrasi dapat ditampung
dalam pola hubungan yang sejajar. Namun dalam praktik pola hubungan itu
dapat bergeser ke pola yang pertama, yang secara tidak sadar menempatkan
parlemen di bawah eksekutif. Pergeseran itu dapat juga ke arah pola yang
menempatkan parlemen di atas eksekutif.

Dalam sejarah praktik pemerintahan, Indonesia tidak berhasil
melaksanakan pergeseran yang menempatkan parlemen di atas kekuasaan
cksekutif. Suatu peristiwa yang dapat digunakan sebagai argumentasi,
misalnya ketika rancangan pertanggungjawaban keuangan yang disusun
Sockarno ditolak oleh DPRS (1960), DPRS dibekukan presiden dan
dilanjutkan dengan pembentukan DPR Gotong Royong. Presiden Soekamo
menghendaki terbentuknya lembaga DPR yang dapat saling bau membahu
dengan pemerintah. Penafsiran kata saling bahu membahu itupun tidak jelas,
karena dapat saja dimaksudkan DPR yang dapat membantu dan selalu
menyetujui kehendak pemeritah. Ini berarti menempatkan presiden di atas
parlemen (DPR). Pola hubungan demikian juga membawa bencana.
Lahirnya Maklumat Pemerintah No. X (eks) Tahun 1945 merupakan bukti
sejarah kekuasaan eksekutif, sehingga keputusan itu harus ditetapkan
pemerintah karena pengaruh internasional. Akibatnya Indonesia dianggap
tidak konsekuen melaksanakan pemerintahan demokrasi, sehingga akan
mengalami kesulitan menjalin hubungan internasional.

Khusus dalam hal pembuatan APBN dinyatakan, DPR lebih kuat dari
pemerintah. Di bagian penjelasan Pasal 23 UUD 1945 menyatakan “hal
menetapkan pendapatan dan belanja, kedudukan DPR lebih kuat daripada

5 Moh. Kusnardi & Bintan R. Saragih, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem
Undang-undang Dasar 1945, Jakarta: Gramedia, 1989, hlm. 76. Gejala kekuasaan
presiden lebih mempunyai kedudukan yang lebih kuat ini dijelaskan dengan merujuk
scbagai contoh di Amerika Serikat juga terdapat kecenderungan ini. Walaupun di
Amerika Serikat ditetapkan bahwa kekuasaan legislatif berada di tangan kongres (All
legislatief powers are vested in Congress), namun dalam prakteknya presiden menjadi
chief legislator. Dalam praktek kongres selalu dapat memahami veto presiden, walaupun
sistem konstitusinya membuka peluang kepada kongress menetapkan undang-undang
(law) dengan tanpa mengindahkan veto Presiden.
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kedudukan Pemerintah, i tandg
apakah hanyn di hidang pembnatan mulung-umlung Al
kuat daripada pemerintah? Apnkapy hanya dalam | )
terdapat tandn kedanlatnn rakyat? Sudal wuklunyn‘
beberapa bagum penjelasan YU 1

1945 tidak jelas. Penjel:

salah satu sarana mcnginterpretusikam makna UUD 1945 Jika d:l;c}l)‘:ﬁ‘:;
yang konon dibuat di luar sidang  PPK] i tnembingungk;:; n‘m‘ka
penjelasan  tersebut harug ditinggalkan day digunakan tafsy ;li luar
penjetasan UUD 1945, "

Penolakan  presiden  mengesahkan RUU  tentang  Penyiaran
menimbulkan niat untuk mengkaji kembali tentang kewcnangan pxisidcr‘l
dan DPR dalam membuat undang-undang, Dji atag telah dikatakan babwa
dalam hal DPR menolak wmemberikan persetujuan RUU, maka RUU tidak
bolch dimajukan lagi dalam persidangan DPR masa iy Persidangan DPR
masa itu, artinya dalam masa sidang yang sama tidak dibenarkan membahas
materi RUU yang sama. Pertanyaan yang patut diajukan adalah apakah jika
penolakan RUU oleh presiden, DPR (dalam masa sidang yang sama) juga
tidak berhak membahas materi

RUU yang sama? Jika Jawabnya va, kasus
penolakan  pengesahan  presiden tentang RUU  Penyiaran tidak dapat
diajukan dalam masa sidang DPR sekarang. Dari penjelasan UUD 1945
tidak dapat diperoleh informasi |

arangan pembabasan materi RUU di masa
sidang DPR yang sama.

Ketkutsertaan pemerintah dalam
nampak pada setiap tahap pembuatan
dalam rapat pleno DPR, pemerintah
menyampaikan penjelasan atas RUU.
yang dibadiri oleh pemerintah, masing-

pemandangan umum tentang RUU
Kemudian

cdi ' '
wltan rakygy, " Persoalannyy udatan

"BN saja DPR 1chiy

itu hanya dapat dipak

proses pembuatan undang-undang
undang-undang, Pada tabap pertama
yang biasanya diwakili oleh menteri

Pada tahap kedua dalam rapat pleno

masing fraksi DPR menyampaikan

yang diajukan oleh pemerintah,
pemerintah mendapatkan kesempatan untuk memberikan

langgapan atas pemandangan umum tersebut. Pada tahap ketiga pembahasan
di forum komisi/gabungan komisi/panitia khusus dilakukan oleh
komisi/panitia khusus DPR bersama dengan pemerintah, keeual
komisi/gabungan komisi/panitia khusus menghendaki rapat intem. Pada
tahap keempat adalah tahap penentuan yang dilakukan oleh fraksi, dan
setelah memperoleh persetujuan DPR, RUU diajukan kepada presiden untuk
disahkan. Dari kegiatan tersebut terlihat bahwa pemerintah yang biasanya
diwakili oleh menteri mengikuti secara aktif dalam setiap tahap pembaha-
san. Oleh karena itu jika setelah RUU disetujui oleh DPR, ternyata presiden
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menolak memberikan pengesalian  berarli nda scsuatu  yang kurang
dikordinasikan olch picnteri kepada presiden,

Proses pembuatan undang-undang di Amerika Serikat menjadi
wewenang kongres, yang unsur keanggotaannya terdiri dari senat dan dewan
perwakilan rakyat (Al legislative powers here in granted shall be vested in
a Congress of the United States, which shall consist of a Senate and House
of Repr;escnrarive)." Di dalam Pasal 1 (7) Konstitusi Amerika Serikat
tertulis:

Every Bill which shall have passed the House of Representative and the Senate shall,
before it become a Law, be presented to the President of the United States; if he
approves, he shall sign it, but if not, he shall retumn it, with his Objections, to that
House in which it shall have originated, who shall enter the Objections at large on
their Journal, proceed to considere it. If after such Reconsideration two thirds of the
House shall agree to pass the Bill, it shall be sent, together with Objections, to the
other House, by which it shall likewise be reconsidered, and if approved by two thirds
of that House, it shall become a Law.

Sesnai dengan doktrin trias politika, kongres memegang kekuasaan
legislatif sedangkan presiden menjalankan undang-undang. Undang-undang
ditetapkan oleh kongres, yang keanggotaannya terdiri dari Senate dan House
of Representative. Kekuasaan Kongres Amerika dengan presiden dijaga
dengan sistem check and balance. Presiden Amerika Serikat dapat
menolak/memveto undang-undang yang telah ditetapkan oleh kongres.
Dalam pada itu kongres dapat menggagalkan veto di atas, apabila undang-
undang tersebut memperoleh persetujuan lagi oleh sekurang-kurangnya 2/3
anggota dari sekurang-kurangnya 2/3 anggota kongres yang hadir. Dengan
demikian kongres dapat memaksakan berlakunya undang-undang dengan
mengabaikan veto presiden. Tetapi jika dalam acara pembahasan kembali
(reconsideration) presiden mendapat dukungan suara sekurang-kurangnya
2/3 dari 2/3 jumlah anggota kongres yang hadir, penolakan presiden dapat
diterima.”

Walaupun presiden tidak menandatangani RUU yang telah disetujui
oleh kongres, undang-undang di Amerika Serikat dapat dinyatakan sah

6 Rocco J. Tresolini, American Constitutional Law, Cet. 4, New York: The Macmillan
Company, 1966, him. 717.

7 Socpartan,Perbandingan Lembaga Kepresidenan Republik Indonesia & Amerika Serikat,
Surabaya: Usaha Nasional, 1982, him. 167. Di Amerika Serikat kekuasaan presiden
dalam pembuatan undang-undang tidak begitu besar. presiden/pemerintah lidak dapat
ikut serta secara akiif membahas suatu rancangan undang-undang dengan Kongres.
Kongres sendirilah yang olel UUD diserahi kekuasaan legislatif,

¥ Tresolini, Op.Cit., hlm. 719,
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